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Jangan Bubarkan KPK

Dleh FRANS H WINARTA

eputusan Komite
K Etik KPK vang

menyatalkan tidak
ada pelanggaran etika dan
tindak pidana telah me-
ngecewakan banyak pi-
hak. Ini disebabkan keke-
cewaan masyarakat atas
pertemuan beberapa un-
sur pimpinan KPK de-
ngan Nazaruddin, seba-
gaimana dituduhkan Na-
zaruddin, baik saat dijadi-
kan DPO maupun sesu-
dah kembali ke Tanah Air,

Pemeriksaan pelanggaran eli-
ka tak sama dengan pelangdaran
hukum. Dalam etika, vang diper-
soalkan adalah yang boleh di-
lakukan dan yang tak boleh di-
laluakan, Adapun dalam hukum,
yvang dipersoalkan adalah vang
salah dan yang benar. Baru ber-
maksud atau berniat saja sudah
tak boleh menurt etika dan mo-
val, apalagi kalau dilakukan,

FKomite Etik KPK sudah ber-
tindak terlalu jauh dengan me-
meriksa 37 saksi dan memakan
waltn hegitu lama. Padahal, be-
berapa unsur pimpinan KPK su-
dah mengakui secara terbuka te-
lah bertemu dengan Nazaruddin
walaupun  talk  membicarakan
perkara. Apalagi selama peme-
riksaan Komite Etik, beberapa
unsur pimpinan mengeluarkan
pernyataan-pernyataan yang
bersifat defensil dan berpihak.
Ini menyebabkan  kredibilitas
Komite Etik KPK twrun dan pu-
fusannya sekarang menjadi po-
lemik dan tidak memuaskan ma-
syarakat. .

Pembentukan Komisi Analisis
dan Advokasi di tengah pemerik-
saan pelanggaran etika ini me-
nguatkan pendapat bahwa KPK
bersifat defensif dan tak percaya
diri lagi atas kemampuanmya.

Mamun, terlepas dari polemik
itn semun, KPK talk perlu di-
bubarkan. Pembubaran KPK da-
patberdampalk serius, baik secara
nasional maupun internasional.
Pemerintah dan Partai Demaoliat
sebagal partal berkuasa dapat di-
tuduh t2k serius memberantas
korupsi sebagaimana didengung-
kan dan diulang berkali-kali da-
Iam dua pemilu terakhir.

Seperti diketahui, Indonesia
telah  menandatangani  United
Nations Convenlion Against Cor-
ruption (UNCAC) 2003 dan telah
meratifikasinya  dengan  Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun
2006. Sebagai negara penanda
tangan, Indonesia harus punyva
U atau perangkat hulum yang
memadai untuk memberantas
korupsi, Juga perlu badan khusus
dalam memerangi korupsi di da-
lam negeri.

Sebagai negara penanda tang-
an UNCAC, Indonesia turut serta
dalam program Stolen Asset Re-
covery (StAR) untuk mengem-
balikan aset negara vang dibawa
lari keluar negeri oleh koruptor
dan program Mutual Legal Assis-
tance yang dapal membawa pu-
lang koruptor vang lari keluar
negeri, Tentu dengan bekerja
sama  dengan negara penanda
tangan lain secara bilateral dan
multilateral.

Permasalahan korupsi sudah
bukan merupakan permasalahan
{nuasional) suatu bangsa saja, me-
lainkan sudah jadi permasalahan
internasional, Korupsi sudah me-
masuki lintas batas negara. Hal
ini dinvatakan dalam alinea ke-
empat  Muladimah UNCAC:
"Convinced that corruption i no
longer a local matter but a trans-
national phenomenon that affects
all societies and economies, ma-
king infernational cooperation to
prevent and control i essential”

Pembubaran  KPK  akan
berakibat fatal dan Indonesia di-
anggap tak serius memberantas
korupsi. Peringkat kita juga akan
tetap dianggap sebagai negara pa-
ling koruptif di kawasan Asia.

Maksud dan tujuan etika

Tujuan etika adalah menjaga
agar KPK berjalan terarah dan
tidak sewenang-wenang dalamn
mengemban misi suci meme-
rangi tindak pidana luar biasa
(extra-ordinary crime), sebagai-
mana dicanangkan UNCAC. Oleh
karena ity, diperlukan upaya dan
kevja Iuar biasa untuk mencapai
maksud dan fujuan  tersebut.
Tanpa itu sulit dibayangkan ting-
kat korupsi di Indonesia akan
berkurang.

Artinya, juga diperlukan pim-
pinan KPK yang tangsuh dan
berani berkorban untuk selalu
lkesepian, dimonitor, diawasi, di-

DIDIE 8w

&F |

cermati, dilritik, ditekan, dan di-
cemooh dalam mengemban -
gas yang berat ini. Pendek kata,
para unsur pimpinan KPK harus
tahan banting dan ulet dalam
menegaldan huloum, sebagaima-
na diharapkan masyarakat,

. Sungguh mengejutkan ketila
Komite Etik KPK menyatakan
tidak ada pelanggaran etika dan
keterlibatan tindak pidana atas
beberapa unsur pimpinan KPEK
yang diperiksa. Pernyatasn tidak
ada indikasi keterlibatan tindak
pidana adalah terlalu jauh dan
mendahului putusan pengadilan.

Pemeriksaan bertele-tele ba-
gaikan proses pro fustitic sebe-
narnya tidak perlu dan mem-
perburuk wajah KPE. Padahal,
diakui adanya pertemuan-perte-
muan yang dilarang UL KPK itu
berarti sudah terjadi pelanggaran
etika. Para pejabat KPK ini perlu
ditegur agar kejadian tersebut
tidak terulang lagi pada kemu-
dian hari, baik oleh orang yang
sama Maupun penggantinya nan-
ti. Teguran ini akan melindungi
EPK dan diharapkan insiden se-
perti itu tidak terjadi lagi.

Mengapa  bertenmm dengan
orang yang beperkara atau orang
vang melaporkan perkara dila-
rang? Hal ini dimaksudkan agar
KPK tidak diintervensi dalam

menegakkan huloum dﬂ:ll mem-_

berantas korupsi

Pertemuan dapﬁt mengakibat-
kan persekongkolan, kompromi,
sunghkan, pertemanan, dan meng-

atur hasil akhir suatu perkara
korupsi. Kalan pertemuan seperti
itu tidak ditegur, dikhawatirkan

“hal ini dianggap sebagai hal yang

wajar dan diulang kembali atau -
diteruskan karena, toh, dianggap
boleh dan tidak dianggap me-
langgdar etika. ¥y
Ide absurd v
Kalau kita ingin disejojarkan’
dengan negara-negara atau bang-
sa-hangsa beradal Jinnyva, tidak

-ada jalan lain bahwa kita harus

memberantas korupsi sampai ke
tingkat paling rendah. Tidak per-
Iz berdalih macam-macam kare-
na ketidakberhasilan memberan-
tas korupsi di negeri kita, yang
dianggap endemis dan sistemis,
lantaran memang tingkat lkorupsi
miasih tingeE.

Ide pembubaran KPK men-
cuat sant KPK menyentuh ke-

"kuasaan dan menyidik orang-

orang yang menganggap divinya
kebal atas penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi. Budaya
koruptif yang sudah lama dianut
di bawah sadar membuat meveka
lupa apa arti sikap jujur, bersih,
dan akuntabel. Pemerintahan
yang bersih hanya dijadikan wa-
cana berkald, bukan dipraldtiklan
secara religius dan konsisten.

Pembangunan dan penegakan
hulum tak mungkin dilaksana-
kan di tengah marakmya budaya
koruptif dan pura-pura, Tidak
mungkin suatu bangsa akan maju
dengan memelihara dan melang-
genghan  korupsi. Keniscayaon
seperti ini harus dihilangkan,

Harus dipisahkan aspek parso-
nal dan institusional dalam me-
nanggapi ketidakberhasilan KPK
memberantas korupsi, KPK ada-
lah lembaga vang dibentuk hasil
reformasi berdasarkan aspirasi
dan kemavan rakyat. Jargan ka-
rena keteledoran beberapa unsur
pimpinan KPK dalam berperila-
ku kemudian dibebankan kepada
institusi KPK.

Harus dipahami bahwa peme-
vintahan ini adalah pemerintah-
an dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat. Oleh karena i, ide
pembubaran  KPK  sungguh
mengingkari kemauan rakyat un-
tuk memberantas korupsi.
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